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PERATHURAN DAERAJ KABUPATEN ROTE NDAQ
NODMOR 3 TAHUN 2607

TENTANG

RETRIBUSETEMPAT REKREAST DAN OLATRAGA

DENGAN RAUMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATLROUTE NDAQ,

babwalecgiatany rekveasi dan olaliraga merupakan salah satu kehutuhar
manyaalia, ‘[_)Qllll ditata lompat dan pcmanfmll:m 3CCOrD bcx‘dny:\ pna dne
berbasi) punayg

bahwa dalam rangka (ctap l("P(‘lihﬂl’ﬂUY& Tempat Relieasi dan Olahraga
dengan hail perdu dipungut retrvibusi

baluwva sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Dacval, Pemerintab Dacrali berwenang menetapkan Retribusi Tempat Relrensi
dan Olaluaga sebagai salah satu jenis Penerimaan Daerah yang dapat diatur
pemanfoatannya untuk kepentingan pembangunan dacrah;

bahyva Derdnsarkan pertimbangan schagaimana dimaksud dalam Il a, o
b, dan hwraf ¢, perlu membentuk Peraturan Dacral tentang Retribusi Jcn,\;w
Relrensi dan Olabraga;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-dacral
Tingkat I Dali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara chublxk Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indouesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

A Didoea (Lembacan Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nonor 0.

Tambaban Lembaran Negarn Repnblik Indonesin Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 9 Tatun 1990 tentang Kepariwisataan  (Lembaian
Negara: Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan JLcmbaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3427), ‘

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacraly  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086) sebagaimana
telah divbah dengan Undavng-Undong Nomor 34 'I‘uhun 2000 (J.embaran
Megnra Republik Tndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembormn
N

|
Megara Republik Indonesin Nowor 4048);
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9.

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahon 1999 tentang Penyelenggara Negarn Saag

Bergih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara

Republik ITndonesia Tahun 1999 MNMomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rofe
Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nemor 4184,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (entang Pembentukan Peratyinn
Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturon
Pemerintah Penggati Undang-Undong Nomor 3 Tabun 2005 tentang Perubsahan
alas Undsup-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintohan Daceal
menjadi Undaug-Undang (Lembaran Negara Republile Indonesia Tabun 2008
Nomor 10§, Tambabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546):

Undang-Undang Nomwor 33 Tohun 2004 tentang Perimbangan IKcuangin
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeroh (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4438);

Pervimran Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang  Penyelenggarann
Repartwizataan  (Lembacan - Negara Republik — Indonesia - Tahun 1990

Nomor JO L Tambahan Lembaron Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2000 tentang IKewenangan Pemerininh
dan Kewenangan Propinsi scbagai Dacrah Otonom  (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan  Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrals

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahar

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Poraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinasi dan
Pengawasan - Penyelenggaraan  Pemerintahan  Dacrah (Lembaran  Negaois
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambaban Lembaran Negnia
Republik Tudonesia Nomor 4539);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menctopkan © PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSE TEMPAT REKREAST DAN

OLAHRAGA.

BARI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Db Verciuran Dacvalv ing vong dimaksud dengan

I,

[aciah adalah Kabupaten Rote Ndao.

Perperintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Hupati adalah Bupati Rote Ndao.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjuinya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyal Dacrah Kabupaten Rote Ndao.

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalal Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Rote Ndao.
Beiibnsi Tompat Rekreasi dian Olabraga adalah Pungutan Dacrah yang dikenakan kepada orang
ciibadi afau badan yang memanfaatkan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan ol
Peinerintaly Dacral, ‘

Tonepat Rebreasi don Olatuapa adalah Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Dacrab,

Wajin Retibust adalah Orang pribadi atau badan yang memanfastkan jasa tempat rekreasi Jan
obaheaps,

Swent Jlemberitahuan Retribusi Daerale yaug sclanjutnya disingkat SPTRD  adalah “surat yang
dignmakan oleh wajib retribusi untuk melakukan perhitungan dan pembayaran retribusi yang

terhuiang,

CSwat Sstoran Retribusi Dacrali yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang olch wajib

retnbugi digunakan untok mclakukan pembayaran atan penyetoran retribusi yang terhutang ke kas
dacrah alau ke tempat pembayaran lain yang diletapkan oleh Bupati.

CSurat Ketetapan Retribusi Daerah yang sclanjuinya disingkat SKRID adalah Surat Kelciapsn

Refpibust Dacrah yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Lt Flatetapan Reltibusi Dacral Terhutang yang sclanjutnya disingkat SIKRDT adalah Sova.

[P

tetetapny yang menentutan besamya retribusi yang terhutang.

Jhasa Usaba adalah Jasa yang disediakan olch Pemerintah Dacrah dengan menganul pringsip-jirive iy

komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

L See Weletapan Reteibusi Dacrab Lebih Bayar yang sclanjutnya disingkat SKRDLB adalal S

Kepuivgsn yaug memutuskan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karepa jumiah kredit
retrtbusi lebih besar dati pada yang terhulang atau tidak scharusnya tethutang.

nsinet Ketetapan Retribust Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat

ketetapnn yang enetapkan  besarnya  jumlah  kekurangan pokok  retribusi, besarnya  sanksi
administrasi dan jumlah retribusi terhutang yang harus dibayar.

to. Penvidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Dacrah adalah Scrangkaian tindakan yang dilakukaon

sleh Poavidik Pepavwnl Neperi Sipil, yang selanjutnyva disebut penyidik, untuk mencari 50 1
seneunpuikan bukt vang dengan bukd it wembuat terang tindak pidana di bidang retribusi vangp
wijadiogcia menemukan tormanekanya.
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BAB 1k
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan vama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
jooa pelayanan don popanfaatan tempat rekreas don olahraga.
S Ol Vegibusi adalah penvinfaatan sarana prasarana pada tempat rekreasi dan olabraga yang

dizediakan oleh Pemerintal Dacrah, meliputi :
n. Vempat Rekreasi tepdint dovi
b Pantai Tiang Bendorn;
. Pantai Nemberala - Doa:
. Pantai Leli;
Yantai Nusakdale;
5. Pantai Duile;
¢, Pantai Oco; .
;. Pantat Tesabely
S, Pantai Sosadole;
oo Pantad DBotoonak;
S0, Pantai kuli
Pl Pantal Sanomag
2. Pantal 'imolk;
13, Pantai Tonggo:
P, Pantat Sai;
15, Pantai Sedeoely;
6. Pantai Oclolot;
. 17. Pantai Tasiloo;
L8 Paptat Letionals:
PO Pantar Daudaln:
00 Fantat Tolomn;
2L Pandat Ocsell
- Pantai Sangpandolu;
23L Pantai Teluk Ve (hingkar Magelhaens Kainadi);
24, Mojut Scribu;
25, Danau Ocendui (Laut Mati) Ocmaspoka;
6. Danau Ocndala;
227, Danau Mbore;
28, Danau Naluk;
29,0 Danau Wapakanpga:
WY Danan Tun;
VI Danau f‘l(.“(_l‘u;
122, Danay Ina dan Danau Anag
4 Donan iviera (Pulan Ndana);
v Tangen DBolir MandaoTo:
. Batu Toranug
. Batu Kea;
. Batu Buaya;
. Batu Kapal; /
. Bukat Taifo; (/
A0 Pemandian Qceman:

-~

~~

- HL Pemandisn Niiogi;
A0 Pomandion Ovleolk;
A3, Pemandian Ocsamboka (Lelain);
Al Gua Leaapag

A O Leteanal
6, Crua Lutubika:
A7, Cua Tulaana;
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A8, Guonung Lakamola
49. Bukit Kokolo;
50. Kawasan Pulau Do’o:
51, Kawasan Pulau Dengka;
57, Kawasan Pulau Ndana;
53! Tempat Sejneah Violaing
hbl Panggung terbuka;
5. Tamon satwa;
56. Tempat upacara Hus Ndeo;
. Tempat upacara Hus Ocbole:
a8 Pertungukan;

O Pusat Iesenian Tradisional;
00. Rumab Adat Raja Thil.

=

b, Fempat Olabraga terdiri dari :
i Lapangan Bola Kaki, Bola Volly, Bulu Tangkis, Bola Basket; Volly Pantai dan
Sepak Talraw,
Ao Gelanggang repang;
Ao Arena pacuan kuda; dan
4. Kolam memancing,

(}) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarana dan prasarana tempat
relaensi don olabraga yang discdiakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB H1
GOLONGAN RETRIBUSE DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan dalam jenis retribusi jasa usaha.
£ 2 Punpuion Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan dalam wilayah dacrab.

BAB TV
CARA MENGURKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat peaggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olalivaga didasarkan pada jenis, kuantitas penpgunaan /
insa pelayanan / peayediaan fasilitas yang disediakan olch Pemerintah Dacrah. //’/7/

it
BAB Y /
CRINST DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY A J
. TARI RETRIBUSI /i L
(/-

Pasal 5 [
1

Prinsip dan sasaran dalam penectapan striktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaba didasarkan pada
ijuan untuk memperoleh keuntungon yang layak.



IPagal O

¢y Doktne dan besornya it retribust ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis fasilitas yang

diemvakan.
e Stekdr dan Desarnyac tan Preteibust ditetaphon sebagai berikut
Karcis masuk Tempal Rekicast
EUmun
- Anak — anak sebesar Rp.1.000,- / sekali masuk
- Dewaga sebesar Rp.2.000,- / sckali masuk
S egintan Sosial -
- Anak - agak schesar Rp.500,- / sckali masulk
Dewasa scbesar Rp.1.000,- / sckali masuk
b Pepgginaan Gelanggang Olah raga :
i agiton fatihan :
Ak - anak sebesar Rp.25.000,- /7 bulon
s B SO.000.- 7 bolan

P leraann sebe

a,

Diceginton pertandingan

- Anak — anak sebesar Rp.50.000.- / per hati

- Dewasa sehesar Kp.100.000,- / per hart

c. MCK

- Anak —anak sebesar Rp. 500,- / sekali masuk
- Dzwasa schesar Rp.1.000,- / sckalt masuk

Rareis parkic kendaraan bermotor

1. 1.000.- / sekali masuk

2.000.- / sckali masuk

- anvr ganti / ruang bilas Rp.1.000,-/ )LI(JII nm suk
hlmmn 71 un}mt pentas / Pegelaran / Pertunjukan dan Fasilitas

000 seko 11 / sehari penggunaan
sckali / schari pun_gguman.

- Roda dua
: l(t)(h cpal. Rp.2
l angung techuka / SCIONIS
Ceyiatan umung seberar Rp.200
Kegiatan social / keagamaan 1{]).25.0()0,—

BADR VI

MASA RUTRIBUSTE DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 7

tibusi adatah jangka waktu bagi wajih cetribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan vang

Py NMasa Betr
il an
P bedimtangs torpdi pacda saat dierbitionnnya SIKRD atau dokumen Tain vang dipersamaka
DAL VI
TATA CARATENETAPAN
Yasal 8
CO) Penctapan retribosi didasorkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yago
dipersemakan, ,f//‘f" -

poitbe boedanackan hasil pemeriksana ditcmukan data baru dan atan data awal belum (e |

L) i
cncnenyebabkon pertambahon jumlaly retribust vang terhutang maka dikeluarkan SKRDT
Cob il s dan tata cara penerbitan SKRD sehagaimana dimaksud pada avat (1) dan SKeD
webneatmana dimakaud pada ayat (2) ditetapkao dengan Peraturan Bupati, f
' i
o
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BADL VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pannt 9

Covamentn rerpthond dalo dapat diboronphan,

Dot b dipungut dengan menggunakon SKRT atau dokumen lain yang dipersaniakon,

ot v pelabsanaan poongentan retibusi ditctaphan dengan Peraturan Bupati,

BADBIX
TATA CARA PEMBAYARAN

Vol 10

Cornisaenen rebibust dilakolan i kas dacralcatin diterpat Jain yang ditanjule seasuio dengein
G ek denean menegunakon SSRO berdasarkan SIKRD, SKRD jabatan don SIKRD T

Py hod pombayaran dilshokan diempnt B vong, ditunjuk, oo hasil retribust daeral e
dineton e Lo daernl pading lanna Tx 24 jancaton defam wakiu yang ditentukan oleh Bupad.

Pasal 11

Pombavaron retribust harns dibayarkan sceara tunal / Junas.
i schaeaimana Jimakand pada ayat (1), ditcrapkan dengan Peraturas

Poio carn pombayaron votrbuos

AN

dairan Pusad 10, dibesihon wnda bukti pembayvaran,

Porsbovaven rembust sebapimoana dimaksad
Sctiap nombavaran dicatatdalam buku penerbmaan penmbayaran. L

ol g warna dan ukoran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimann pembayiian
Hiciapian depgan Peaan Bupab.

ro oty e
PR NED O

TATA CARA PENAGIIIAN

Cotalmnann pensgihan etibust dilokukan dengion cara miengeluarkan surat teguran / poringatan
sl Inin yvang: sejeniz sebopai awal pelaksanaan penagiban yang dikeluvarkan setelah 7 (tajuh) har
Cped i tenapo pembayaran,

oo jangka walktn 7 (tujoh) hart setelah tangzeal surat teguran / peringatan / surat fain yang scjoris

b

coanh eeteibosi horos mcTunost retribost techtang,
Dotk surat tegaran £ poringatan /o suead Jainoya vang dipergunakan untuk peoagiban sebepane

st ad padaavat (1)L ditcipkan dengan Peratoran Bupati,

e



Bal X1
SANKST ADMINISTRASIE

A 1111> retribuzi tidalk membayar tepal pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
strasi hernpa bunoa sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang, * terhutongr ninn

v
LT

ESURREN

Lot
wodan ditaeih denvon meneounakan S

e

HAD XTI
KIBEHATAN

ol I./‘
ns SKRD atau dokumen fain yang dipcrsamals

ol

Cegihretibust dapat mengajukan keberatan
ipati atau pejabat vang ditunjuk.
craton dinjukan sccara (ertulis disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 2 (dua) bulan scinl
ib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa janglka walifo i

e

-
i

{

s SHRD ditetaphon, Kecuoll wap
2 dapat dipenuhi karena leadaan diluar kekuasaan,

i atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat
tidak dianygap

inpal dipo
hat seajib retribnst mengajukan kebera
la ayal (2),

RISIIRIY anh re
bkiikan ketidak beparan kel tetapan retribust o »Pl\ut
zaimai

e cetidak ben
cerctm vang didako meimennhi pesvaratan scbhagaimana dimaksud pac

fanai Leberntan achineon tidak dipertimbangkan
mconnda kewajilan membayar refribust dan pelaksanaan penagihan

HESEIIERIE
o
L

Pasal 16

Donan keheratan hars mpu(u kan olch Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu

ak tanppal surat permohonan keberatan diterima.
dittnjuk dopat berupa menerima seluruhiya atan schahagig

i) bula

[

} aino O N
S ?v‘-n\;i\;‘?i Ao IR g;\!';’é vang
ol menambah besor retribust yang fechutang,
* daiepaeko waktn sebavatmana dimaksud pada mmt( ). telah lewat dan Dupati atau pejabat veng:
ol bt oo Kepotusaan, Boboratan yang diajukan tersehut diangeap dikabotion
AT XTI
PENGEMBALIAN IKGELEBIHAN PTEMBAYARAN
PPasal 17
! Sbobeldhan pombaseann rereibosis waiih reirihust dapat mengajukan permohonan pengenibelian
s Pt
b el walkin paling dama 3 (G bulan scjak diterimanya permobonan prenpembal an
vachapnimana dimokand pada ayat (D), haras memberikan kepuiusas,
tidak memberikan keputosan maka
ierhirty

Bl pemiboaenn ol
st deneboowab oo e bavanmana dimn s p'\(irl ayal (2
renonan pengembalian Lelebilan reteibusi dinnggap dikabullkan dan SKRDLB harus diterbithan

GRS ¢|J fupaling baaa T (satu) hulan,
mempunyai huatang retribust lainnys, kelebihan pembayaran retris oo

S
langsung diperhituugkan votuk melunasi terichih duhuta

fp by bl oaenph releiba
“mnnn dnnnlisnd poda ayae (1)

vt retrthus terachut,

?’ I

/
g

/
/
4

/
1

]
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Gecvinty Doniosn fennesg ol
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ity

ot beerhe ot don e

dotiet seneornang vang b
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sehagatmana dimalksud pada ol e

dacrab menurut huku yang bertanggungjawab.

rebnpaimana dinmoeksnd pada avat (1),

Prnygnit alag fenpat pada

orants dan atoan

dokignon

crkaiton denpan tindak pidana dibidang retribusi dacraly;
Keternnpannya dan diperiksa schagai tersanpka atan saks

g

tindak pidana dibidang

memberitahukan dimulainya penyidikan dan
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Chedat o
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SR o R ROV N R
MONTOIL ‘.','\m:r:;nw

UTRIBESUTEMPAT REKREASTI DAN OLAH RAGA

Gt topat elvenst dan adnhraes mcropakan salahy sati sumld ]Mmlm'vm dacrah veng

AR
N
vl
ERIBER Y

v,‘

N

Gl
B i

T

At jenin ectrdnt o venhiag ninka poviu diintensifiian pemungutannya schingea diharapian
Slsnmber pembinyann penyelengparaan pemeriniahan dan pembangunan dacraly, [Kabnpaion

inf

Neao secara ;_;C(vgu(nly\d felah menunjukan bahwa bmb’tg)m raganm wigata budaya vang
palan milils dacrah vang scharusnya diatue seeta ditata sehingga dapal memberikan konfrilusi

dacrah mclaln pemanfantannyn secara berdaya gupa dan berhasil guna khusuznya praa
yenvedinan jasa pelayanan dan savana prasorana pendukungnya. '

auan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retyibusi

vong ‘ichrutv']im:m:l telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan

-

Ao Pemerintal Nomor 09 Tahun 2001 tfn!'m Refribusi Dacrah, lmka Pemerintah Dacoah
! i tempat relreasi doncelal raga sehagai ealah satu peperimnan dacinh

SOTCorne iy ot

Pvpod dintoe posnandan S0 '\:H(HL l;l'\u nv T rl\u(\]) I’ mungutan reiribniat o o

co pumbayeran atas pe mmlnl m fasilitas don jaso pelayanan di Tokasi tempat rekieasi don

Ve

L VaNg discdinkan oleh Pemerintah Dacral,

nhonean denean hal icizehot dintag, maba perlu menctapkan Peraturan Dacrah Kabnpaten
dao tentang Retribost Tempal Rekreasi dan Olahraga,

YVEDME PASAL

il ol

vl peina

vang dimaband doepoan feers kuantitas Jasa pelayanoan adalah @ oschoruh oo

ooty oo ]\1"1'4'“'111: /o fasilitas ditempat rekreasi dan olahraga yang
dizedinkan eleh Pemerintah Dacral untok dimanfaatkon,
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